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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor: 5.03/ER.SBY/DAKAM/111/2024

Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul

Cakupan

KamiF;eIah melakukan perikatan dengan KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan

Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 22/RT.01.1-SPK/PPK/2024, tanggal 22 Februari 2024, untuk

melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap

kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul untuk
periode tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 terhadap peraturan
perundang undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan Dana
Kampanye”.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana

Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening
Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian
perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU
Kabupaten Gunung Kidul,

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1
(satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul; dan
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3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang
wajib dipatuhi oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul dalam menyusun
Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta
Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank
Umum.

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan
Pembukaan RKDK vyaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa
kampanye.

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang
diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,
2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan
penggantian, dan
3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu)
Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LDK kepada KAP,

2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan
penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan

3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan
rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat
pernyataan dari Bank Umum.
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2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

1) RKDK;

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum
pembukaan RKDK;

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK vyaitu 3 (tiga) Hari
setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LADK.

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta
Pemilu yang bersangkutan.

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a) meninggal dunia;
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi
penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari
sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum,
paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data
dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan
Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui
Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara
hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.

4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai
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Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK
dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas:
a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c¢) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum
Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum
Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
1) identitas penyumbang
2) jumlah sumbangan Dana Kampanye

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan
mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai
dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
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3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
¢) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta

Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

1) RKDK;

2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum
pembukaan RKDK;

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang
dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan
ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi
Pemilihan Umum;

2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan
tingkatannya;

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang
bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang
bersangkutan;

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a) meninggal dunia;
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
¢) sedang melaksanakan ibadah keagamaan

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan
mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana
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Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat;

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi
Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka
untuk dilakukan audit, dan

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi
Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluara Dana Kampanye;

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c¢) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum
Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran;

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup;

J) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18
tahun 2023:
1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
a) Partai Politik;
b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik
yang bersangkutan; dan
¢) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
i. Perseorangan;
ii. Kelompok;
iii. Perusahaan; dan/atau
iv. Badan usaha nonpemerintah
2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam
bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain
organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur
mengenai organisasi masyarakat.
3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan
penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan,
dan/atau badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas
dan jumlah sumbangan.
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5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok
dilampirkan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia.

6) Pasal 49 ayat (2) ¢, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan
Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan
usaha.

7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan
dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai
identitas penyumbang.

8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang
bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada
bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan
(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk
utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023
Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan
sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi
jumlah di bawah ini:

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang
perseorangan; dan

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok
dan/atau badan usaha non pemerintah

0. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik
Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan
berikut:

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud,

2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah masa Kampanye berakhir.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:

KANTOR / Nomor Izin Usaha KAP: KEP-18/KM.1/2014 KANTOR / Nomor Izin Usaha KAP: KEP-159/KM.1/2014
Gedung Agnesia JI. Manyar Tirtomoyo Il No. 14, Surabaya 60116

JI. Pemuda No. 73B Lantai. 1, Jakarta Timur Telp. 031-5940768

Telp. 021-29486312 Hp. 08123463785

Fax. 021-29378840 Fax. 031-5940768

Email : rakhmawantn@gmail.com Email : erfan94@yahoo.com



ERFAN & RAKHMAWAN

Certified Public Accountants

a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
b) Pembayaran hutang; dan
c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual
beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat
keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan
adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat
keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai
asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara
menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada
dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal
yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan
Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul terhadap peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul.

Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul bertanggungjawab atas penyusunan
Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang
relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan
dalam Asersi Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan
Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi
Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut
mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi
Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam
Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan
melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.
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Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten
Gunung Kidul dari KPU Provinsi DIY Yogyakarta.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana
kampanye yang berlaku bagi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gunung Kidul selama
periode tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024. Asersi A.3.q Partai
Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 hari setelah penutupan
pembukuan LPPDK sampai dengan 1 hari sebelum penyampaikan LDK kepada KAP. RKDK Parpol
DPC PPP Kabupaten Gunung Kidul dilakukan penutupan pada tanggal 1 Maret 2024, sehingga
tanggal penutupan telah melebihi batas maksimal sebagaimana pasal 38 ayat 1 PKPU 18 Tahun
2023.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal
yang material, Asersi Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunung Kidul
dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten
Gunung Kidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu
kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan
lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Erfan & Rakhmawan Cab. Surabaya

Surabaya, 28 Maret 2024
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FORMULIR 7 ASERS! ATAS LAPORAN PENER|MAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTA| PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang berdanda tangan di bawah ini:

1 Mama

© Wight Priyanta
Alamat - Purwosari (009/001), Baleharja, Wonosari, Gunungkidul
Nomor Induk Kependudukan L 340301 2307710003
Jabatan Kelua
2, MNama . Lilik Thohar
Alamat . Gading [ {D01/008), Gading; Playen, Gununakidul
Nomaor Induk Kependudukan ¢ 3403030B03750004
Jabatan ! Bendahara

adaiah Pengurus Partai Poliflk Pesena Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kola,

Dengan Ini menyatakan kepatuhan kami terhedap ketanluan Undang-Undang Nemor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Paraturan Komisi Pemilihen Umum Nomaor 18 Tahun 2023 tenlang Dana Kampanye Pamillhan Umum, sebagal berikul

PATUH/
MO HAL LINSUR KEPATIHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 i 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. |Pembukazn a. Kaml membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasgal 37 ayat {1]|_dan ayal (2)
' Partal Palitik Peseria Pemilu dan terplsah dari rekening | Peraluran Komisi Pamilihan ?ﬂh\a\
Partal Paolitik Pesara Pemilu, Umum tentang Bana
Kampanye Pemilthan Umum
Moemar 18 Tahun 2023
b, Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partal | Pasal a7 ayal (3) Paraluran
" Poiitik Peseria Pemilu ditstapkan sebagal Pesert Komis! Pamilihan Umum e
Pemilu sampal dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dm-ﬂam;::i? - Qﬁ-
dimulainya masa Kampanye Pamliinan Umum
Tahun 2023.
¢ Kaml membuka dan melaporkan hanya 1 (salu) nomor  |Pasal 37 ayal {8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisl Pamilihan Umum \
en/Kotn {entang Dana Kampanye qué;t);
g Pemilihan Umum Mamao: 18
Tahun 2023.




W HAL PATUHY
UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
— =l PATLIH
1 2 3 4 5
2. | Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayal (2) Peraluran
berbanluk uang pada RKDK terleblh dahulu ssbelum Komizi Pemilinan Limum
digunakan uniuh kegiatan Kampanys Pemiu. {entang Dana Kampanye WAL\
Pemiliian Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penutupan a.  Kaml menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari | Pasal 38 ayat (1) Peraluran
selelah penutupsan pambukuan LPPDK sampai dengan. | Komisi Pemilthan Umum
1 (salu) Hari sebslum penyampalan Laporan Dana tantang Dakha Kampanys Fx;ﬁ&w\,\
Kampanye kepada KAP. Pamilinan Umum Nomar 18
Tahun 2023,
b, Kaml menyampaikan saral permyataan panulupan Paszal 38 avsl (5) Peraluran
fekening khusus dana kampanye dar Bank Umum Komisi Pemilihan Limum
kepada KPU Kabupatan/tota, 1 (satu) Harl setelah tentang Dana Kampanye EG‘M\H
manenma sural pamyataan darl Bank Umum, Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023,
B. |Laporan Awal Dana Kempanye (LADK)
1, [Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat Informask; Pazal 47 ayal {1) Paraluran
a3, REDK! Komisi Pemiliian Umum
b, Saldo awal RKDK atau saldo pembukasn dan sumber | tentang Dana Kampanye
peralehan; Pemilihan Limum Nomor
e, Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa salda 18 Tahun 2023, ﬁﬂk
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk

keglatan Kampanys apabila diterima sebalum perode
pambukugn;

d. Calatan penerimaan dan pengeluaran Parlal Politik
Pasarta Pemilu termasuk sebelum pembukaan REDK;

. Nomor pokak wajib pajak masing-masing Partal Politik
Peserta Pemilu; dan

{.  Bukii penerimaan dan pengeiuaran yang dapal

diperianggungjawabkan.
i biulkuan Pasal 47 ayal (2) Peraluran
: : . Kaml menyusun LADK dengan Periode perm ;
kel i yang dimulal sejak 3 (tiga) Harl setelah Partal Politlk Komisi Pemilihan Umum
diletapkan sebagal Peseria Pemilu dan ditulup 1 (satu) |tentang Dana Kampanye M
Hari sebelum penyampaian LADK. Pamilinan Umum Momar 18
Tahun 2023,
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan | Pasal 43 ayat (3) Paraluran
i Pemilihan Umum
Politik Peserla Pemilu yang Kamis| \‘\
Rﬂbmaumﬂﬂﬂ ek tentang Dana Kampanye
Il Pamiiihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
] pembukuan Dana Kampanye mancakup informasi Pasal 43 ayat (6) ierammn \
¥ ' Komisi Pemilihan Umum
' arimaan dan o
2 tentang beniuk dan jumiah pen _ | o il
2 ' pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran | lentang Kamp Q&m

pemilihan Umum Nomar 18

' bkan.
el ¢ Tahun 2023.




MO PATUH/
HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT iy
PATUH
1
SR = 3 A I
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadl langgung fawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Palitik Peserta Pemilu yang barsangkutan, Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanyea b‘u"\
| Pamiillhan Umum Nomor 18
Tahan 2023,
3. |Penyampaian A, Kaml manyampaikan LADK kepada KPU Pasal BT ayat (3] Peraiuran
Laparan rabupatan/Kota dengan mengirimkan data dan Kormist Pemilibhan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalul Sikadeks; tentang Dana Kampanye TA""M
Pamilhan Umum Nomor 18
Tahun 2023. |
|I|:|. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 | Pasal 51 syat (4) Peraturan
(empal belas) Han sebelum har perams @Edwal Komtsl Pamilihan Limum
pelaksanaan Kampanye Pamilu dalam beniuk rapat tentang Dana Kampanye qo kq,p.'\h
umiim, paling lambat pukul 23.58 wakiu sstempal; Pemiiihan Umum Nomor 18
Tahun 2023,
¢. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampalkan |Pasal 51 ayat (7] Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Limum
Sikadeka pafing lembal & (lima} Harl sajak mensnma tantang Dana Kampanye \“
tanda pengembalian dan berits acara hasi Pemilihan Umum Nomor 18 w
pancaermatan dan KPU Kabupslen/Kota, paling lambal | Tahun 2023,
| pulkul 23.59 wakiu setampal.
4. |Kelengkapan a.  Kami menyampaikan LADK secara langkap yang \erdir|
v glas;
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; \t\
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN ﬁ;a\*-\
SUMBANGAN DANA KAMPANYE:
3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE:
4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE:
5) FORMULIR 5§ LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
OAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;
6) FORMULIR & LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAM
PENGELUARAN;
7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE:
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan
'9) Bukii-bukll transaks] penerimaan dan transaks|
pengeluaran,
h
b. Apabila LADK yang kami sampalkan dikemballkan ole

‘dengan LADK perbalkan yang terdiri atas:

KPU Kabupaten/Kota, maka kam! wajib melengkapi
dan/atau memperbalkl dokumen LADK dimaksud




T — — —

. N PATUR/
0 HAL UMNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TiDAK

1 PATUH
1 z a B 5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2} FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE:

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN Fﬂm\,\

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;,

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
' SEBELUM PERIODE PEMBUKLUAN LAPDRAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR & LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE \

PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGLNG
JAWAR ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

B8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

] Kampanys; dan

9) Bukli-buki transaksi penarimaan dan transaksi
pengeluaran.

C. |Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanys (LPSDK})
T Informasi | Kami menyampaikan LPSDK dari psnyumbang kepada KPU | Pasal 49 syt (1) Peraturen ]

yang memust informasi: Komisi Pemilihan Umum

a.  Identitas penyumbang; dan tentang Dana Kampanys
Pemilihan Umum Nomor 18

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. i
- Tahun 2023

(| asa Kampanye berakhir.
ilasatles g pamilihan Urmum Nomaor 18
Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdin

Tahun 2023.
alas: ?}W

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan

b, LPSDK Pihak Lain Kelompok: dan
LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU KabupateniKota, | Pasal §2 ayat (3) Persturan
muiai dan awal ma-sa Kampanye sampal dengan 1 (satu) Kamisi Pemilinan Umum \"’}“\
tentang Dana Kampanye

Pasal 50 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum W"

tentang Dana Kampanye
Pamilihan Umum Nomar




FHT'IJHJ_|
MO HAL UNSUR KEPATUHAN FERATURAN TERKAIT TiDAK
PATUH
1
L . 4 L 5
Saldo awal pambukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023,
hasll penefimaan sumbangan dan pengeiuaran untuk
kegiatan Kampanye spablia diterima sebelum periode
parmbulkisan,
Catalan penerimaan dan pengeluaran Partal Politk
Pesaria Pemilu termasuk sebelum pembulkaan RIKDK: Pﬂiﬁ’{ﬁ
Womor pokok walib pajak masing-masing Paral Poillik
Pesaria Pamily,
Bulli penerimasn dan pengeluaran yang depal
diparanggunglawallian;
Saldo akhlr pada sast panutupan pembukuan LPPDK;
dan
Asarsl alas Laporan Dana Kampanyo.
2 | Pambukuan Kaml menyusun LPPDK dimulal salak 3 (liga) Harl Pasul 50 ayal (2) Paraluran
selolah penalapan Partal Polllik Peserda Pamilu dan Komisl Pamilinan Umm
dilutup 7 (lwjuh) Harl sebelum penyampalan LFRDK {entang Dana Kampanya ’:I:l-i-l{L"\
kepada KAP yang diiunjul KR, Pemilifan Umum Momor 18
Tahun 2023,
Pambukuan Dana Kempanys {erplsah dan pembukugn | Pasal 43 ayal (3) Peraturan
keuangan Partal Politik Pasarla Pemilu yang Komis! Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Drana Kampanye Fﬂu‘)‘]
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023,
Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayal () Peraluran
tantang bentuk dan jumlah penerimaan dan Kamisi Pamiiihan Umum 'Ln
pengeluaran diseriai bukll penarimaan dan pengeluaran | tentang Dana Kampanye Yﬂk o
yang dapal dipertanggunglawabkan. Famiilhan Umum Nomor 18
Tahun 2023,
Pembukuan Dana Kampanye menjad| tanggung jawab | Pasal 43 ayal (7) Paraluran
Partai Polltik Peserfa Pemilu yang bersangkutan, Komisi Pemilivan Umum
lenlang Dana Kampanye ?&}‘Jb\
Pamilihan Umum Nomaor 18
Tahun 2023,
Pamyampalan Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayal (1) dan ﬂﬂt (3}
L.pqun dilunjuk aleh KPU dengan mengirimkan dala dan Paraluran Komisl Pamilinan }Ulr.‘
dokumen LPPDK yang diunggah melalul Sikadeka. Umum tantang Dana Pn
Kampanye Pemilihan Umum
Mamor 18 Tahun 2023
Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 {lima Pasal 53 ayal (4) Peraluran
hd“J Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pamilihan Umum t"\
WWEH 23,50 waklu selempat. {entang Dana Kampanye R}J‘-‘
Pamilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023,
Kam| menyampalkan LPPDK secara langkap yang terdir
atas: pm\,\
) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;




UNELUR KEPATUHAN

2) FORMULIR 2 DAFTAR pg

L

_____-_______-_-___——————.______

NERIMAAN SUM
DANA KAMPANYE: i

FORMULIR 3 LAPDRAN AKTIVITAS PENER)
Dian PENGELUARAN DANA HAMPANYE:

FORMULIR 4 DAFTAR BE
KAMPANYE:

3) MAAN
4) RSEDIAAN BARANG DANA
2) FORMULIR 8 LAPORAN AKTIVITAS FENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM

PERIODE PEMBLKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA HAMPANYE;

FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELLARAN,

&)

7) FORMULIR 7 ASERS| ATAS LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE:

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanya,

Surat Permyataan dari Bank Umum yang menyninkan

bahwa rekening Partal Politk Peserta Pamilu yang

barsangkutan telah ditulup; dan

10) Bukli-bukll ransaksi penerimann dan transaks!
pengoluaran.

8)

9)

FATUH/
TIDAK
FATUH

Katentuan Lainnya

Sumber Dana

ml
Kami menerima Dana Kampanys Pamilu anggota
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotn yang diperoleh
darl
a. Partai Politik; =
i, dan D
n anggota DPR, DPRD provins, ,
P :::Ipllmﬁﬂll darl Partal Polill yang bersangkitan
dan
¢ Sumbangan yang sah menurut hukum dan pinak tain

Pasal 31 aysl (1) Persturan
Komigl Pemilinan Lmum
ientanyg Dana Kampanye

Pamilihan Umum Nomor
18 Tahun 2023,

: maksimal balasan penermaan
o "r:munmwﬂm uang. berang dan/alau jasa
sumba

yng dikonversikan dengan nilal

Lmum ;
w, mr 4o LPPDK_ Rincian pembatasan maksimal

sumbangan sebagal benkut
Bana Kampanye Pomilu

; barasal dasl
don DPRD “.mmh ,mﬂr:‘:lmu.mﬁmm (dua

jama masi Kampanye.

PRD provinsi.
il anggota OPR, D klomgok,
pana Kampanys Pem mel’m
dan DFRD

h
perusahaan, dan/alau mnmm {dum D"-ll“::::“’
mwm A

DPR, DERD pm'lulll'l!IJ.
B

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanys Pemilnan Umum
mr1ﬂ.1u‘luﬂm

ilir ruplah) selama Mas? 7T




MEY PATUH/!
Hal LINSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
— — PATUH
4 2 3 4 5 1
3. | Sumbangan yang | Kaml lidak menggunakan dana dar sumbangan yang Peaal 34 ayal {5) dan Pasal
Bilamng dilarang, Apabila kanml menarima sumbangan yang dilarang | 116 ayal (2) Peraturan Komisi
maka kaml mamalubl kelaniuan sebagat borlo Familihan Umum tentang
a, Tidak menpounokan sumbangan larsabul; Dana Kampanye Pamilihan
b, WMelaporkan sumbangan yang dilamng tersebul kepada | Umum Momar 18 Tahur 2023 ‘)M
KFLU; dan
&, Manyerahkan sumbangan terssbul ke kas Negara
paling lembal 14 (empal belas) Harl selelah masa
Kamparnya berakhir,
4. |Pangealuaran Kami mencatat dan membukukan gallrut penpsluarsEn Pazal 41 Peraluran Komis|
Dana Kampanye |Dana Kampanye untuk pemblayaan aklivitas Kampanye, Pemilinan Umum fenlana Dana
pembayaran hulang, dan pengeluaran fain-lain, yang dinial |Kampanye Pemiliiian Umum
berdrsarkan harga pasar yang wajar. Nomor 18 Tahun 2023
Catalan,
g) Pembiaynan aklivitas Kampanya larmasuk pembelian Fllﬂ‘ﬁ
barang dan' alau pembayaran JBss.
b) Pembayaran hulang merupakan pembayaran alas
hutang Partal Politik Peserla Pemilu yang timbul dari
pambelian barang darl pihak lain dan menjadi tanggung
|awab Partai Polillk Pesena Pemilu yang bersangkutan.
¢} Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
memblayai saksi Partal Politik Peserta Pemilu dalam
[ pemungutan dan penghlitungan suars.

Diemikian pernyataan inl dibuat dengan sehanamya.

Gunungkidul, 28 Februan 2024
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A FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELLARAN DANA KAMPANYE

Py

(H

I|I"‘I’ ..,_:Ea_—'

PR

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GU NUNGKIDUL

LAPORAN PENERIMAAN DAN BENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 sid 22 Februan 2024

BENTUK DANA RAMPAMN

AKTIVITAS {E
UANG(RE) BARANG (Rp) JASA (Re)
A1 | Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan

AZ HFanarimaan sumbangan _
1. [Pora Pollk e ! i

ia. Partal Politik Tingkat Pusal ]
. Partai Politik Tingkat Provinsi 0
[~ | Pane Politk Tingea! Kabupalen/Kola 50.000 0
—5[Gaen oot Loosit —
~ Sumbangan Calan Anggota Legistatif _ 0
kepada Parpol
Legistatif

3. Sumbangan Pinak Lain Perssarangan
gan Pihak Lain Kelompok

e | | ot
dan/atau Badan Usaha Nonpemefintah
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 23102500
s G "_—
1 Bunga Bank
JUMLAH PENER!MM\N LAIN-LAIN --”“

g el el o

18.600,000

AA
1 <l Pampuatan |
0 0 |
' I
. |Barang Dilerima Dimuka Hasl
? pambualan pahan/Daslan dan/atau Alal -
Peraga Kampanye - :




NOMOR AKTIVITAS BENTUK DANA KAMPANYE
LIAM
G (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
B |Pengeluaran sebelim period
pemblkuan s 0 0 0
B |Pengeluaran
1 T Hﬂpﬂt Umum 0 0
2. Perternuan Terbatas n D :
3. |Peremuan Tatap Muka 0 0 5
0
4, |Pembuatan/Produksi Iklan di Media 0 0
Masaa Ealflk. Media Masss Elekironik, o
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan
o Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat i 1] 0
Peraga Kampanye
i Penyabaran Bahan Kampanye Pariai
Paolitik Kepada Umum dan/atay
pemasangan Alal Peraga Kampanye
a. Penyebaran Bahan Kampanye Partal a 15.000.000 ]
Folitlk Kepada Umiam
b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye o 4.000.000 o
Partal Polltik
7.  |Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legisiatif Kepada Umum
dan/alau pemasangan Alal Peraga
Kampanys
a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 0 0 0
Anpggoia Legislalif Kepada Umum
b. Pemasangan Alal Peraga Kampanya 1] i o
Calon Angoota Legislatil
8. |Keglatan Lain yang Tidak Melanggar 0 g 3
Larangan Kampanye dan Peraluran
Perundang-undangan
g Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank 22.000 3 2
b. Pembeilan Kendaraan 0 b -
c. Pembelian Peralalan N R -
d. Pembayaran Utang Pembefian g g g
Barang
g, Pengeluaran Lain
S 0 g 0
1) Pengeluaran Lainnya 0
2) Sumbangan ke Parpol Tingkst ? 2
Provinsi/Kabupaten/Kota
0 o ?
3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legistalif - = A 0 23.102.500
4} Jasa Kampanye Calon Anggo
Leg/slatif
19.000.000 23.102.500
TOTAL PENGELUARAN e
e Utang P 0 0
1, Utang Pembelian Barang




NOMOR AKTIVITAS BENTUK DANA KAMPANYE ]
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (R
D Saldo '|] 0
y Kas di Rekening Khusus Dana
i 28,000 0 0
2 Kas di Bendaharma 0 ]
3 Barang 0 i 0
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